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Menimbang

Mengingat

o

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DK JAKARTA,

- bahwa dajam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2)
Peraturar, Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin

- bahwa dalam rangka meringkatkan akses pendidikan Mmadrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melaly;
Organisasi berbadan hukum untyk menyelenggarakan madrasah
Sesuai dengan standar nasiona] pendidikan,

telah memenyh;j persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan
yang telah ditetapkz—m, |

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsj DKI Jakaria tentang
Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyalh Qurani

Undang~Undang Nomor 9q Tahun 2003 tentang  Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran N tgara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 449¢6) sebagaimanga telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410),

4, Pcratura.n...
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. Pera’ iran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahtn 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indounesia Nomor 4863),

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864),

- Peratura), Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941),

. Beraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

‘Negara Republk Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasa’r/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota,

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 85 1),

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 N omor 1733);

MEMUTUSKAN



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBERIAN

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
QURANI ISLAMIC CENTRE KOTA JAKARTA TIMUR.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

' merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
" Setelsh Jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang

bersangkutan wajib:

kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan, dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah /madrasah kepada BAP-s /M sesuai ketentuan
peraturan pemndang—undangan.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b mendapat peringkat minimal C, maka izin foperasional

Keputusan ini mulaj berlaku pada faﬁggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jakarta Timur
Pada tanggal 16 Agustus 2016




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 1917 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH QURANI ISLAMIC CENTRE

KOTA JAKARTA TIMUR

IDENTITAS MDMSAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

.

1 |[Nama Madrasah

MI. QURANI ISLAMIC CENTRE

2 |Nomor Statistik Madrasah

111231750119

3 |Alamat Madrasah

JL RAYA CILANGKAP NO 17 A
Desa / Kelurahan Cilangkap
Kecamatan Cipayung

Kota Jakarta Timur

Provinsi DKI Jakarta;

4 [Nama Organisasi Penyelenggara

YAYASAN ISLAMIC CENTRE WASILAH
SUBUH CILANGKAP

5 |Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

No. 10 JOHNY HASTIAR,Sh,MKn Tanggal 8
Oktober 2012

6 |Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU-8022.AH.01 04 Tahun 2012 Tanggal
12 Desember 2012




KEMENTER(AN HUKUM DAN HAIC ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREXTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 8022.AH.01.04, Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTEI'U HUKUM DAN HAIL ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONES]A,

Membaca  : Surat permohonan dari Notaris Johny Hastiar, SH., M.Kn Nomor 12/N/X1/2012 tanggal
294 ope nber 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang
diterima tanggaj 20 Nopember 2012;

Menimbarng Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang dj
sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah
memenuhi syarqt sebagaimana diatur dalam peraturan penmdang-undangan, sehingga
dapat‘disahkan;

\}N\\é\\.‘{\\\\\\\\\\\\\\‘?\\\\\Q\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\}N

Mengingat I Undang-unc g Nomor 16 Tahun 2001 tentang  Yayasan (Lembaran Negara
Republik (idonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik ndonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang'Repub]ik Indonesia
Nomor 28 Tabun 2004 teatang Perubihan atas Und.'mg-undang Nomor 16 Tahun
:.2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Sielilst Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
Peraturan  Pemerintaly Republik Indones)a Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undnng-undzmg tentang  Yayasan (Leimnbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 4894); ~,
3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20 0-tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Ese'on Kementerian Negara: )

4 Peraturan Menter; Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-05.07.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan [al: Asasi Manusia Republik Indonesia;

\\\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\2\\1\\\\\\\\?\\\\

e MEMUTUSKAN

? Menetapkan

? PERTAMA Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

2 YAYASAN ISLAMIC CENTRE WASILAH SUBUH CILANGKAP

’? NPWP 31.625.812.8-009.000 °

/ 5

é Berkedudukan dj Jalan Raya Cilangkap, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005,
7 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuaj
Z dengan Akta Nomor 10 tanggal 08 Oktober 2012 yang dibuat oleh Mbtaris Johny
'Z Hastiar, SH., M.Kn berkedudukan di Kota Administrasj Jakarta Timur

Y 3

? KEDUA Keputusan ini mylaj berlaku sejak tanggal ditetapkan.

7

2

7

Z Ditetapkan di Jakarta

Z pada tanggal 12 Desember 2012

7

é A n. MENTERI HUKUM D : SI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
7 DIREKTUR J NISTRASI HUKUM UMUM

7
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/ e

7

Z 0 UD, SH., MH.

7 88101001
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